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MOTTO 
 
“ Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.” (QS. 
Al-Baqarah: 152) 
“ Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.” (QS. Ali 
„Imran: 139) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze the influence of apparatus 
competencies, internal control systems on the quality of local government 
financial reports and to find out the implications of the quality of financial reports 
on the implementation of Good Government Governance in the Klaten Regency 
government.  
This research is a quantitative research, collecting data using 
questionnaires. The polulation in this study is the Regional Work Unit (SKPD) in 
the Klaten Regency Government. The sampling technique used a convenience 
sampling method and obtained a score of 80 respondents. The research method 
used is quantitative research methods. For the method of data analysis using the 
PLS (Partial Least Squares) model. Whereas for data processing using the 
SmartPLS 3.0 program.  
Based on the results of the analysis and discussion, it is known that 
Apparatus Competence has a significant effect on the quality of local government 
financial reports. Internal control has a significant influence on the quality of 
financial statements. The quality of financial reports has a significant influence on 
good government governance. This result shows that the better the quality of local 
government financial reports, the better the good government governance. 
 
Keywords: apparatus competency, internal control system, quality of local 
government financial reports, good governance. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi 
Aparatur, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah dan untuk mengetahui implikasi Kualitas laporan Keuangan 
terhadap pelaksanaan Good Government Governancepada di pemerintah 
Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pengumpulan datadengan 
menggunakan kuisioner. Polulasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Klaten. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metodeconvenience samplingdan memperoleh sempel 80 
responden. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian 
kuantitatif. Untuk metode analisis data dengan menggunakanmodel PLS (Partial 
Least Squares). Sedangkan untuk olah data denganmenggunakan program 
SmartPLS 3.0. 
Berdasarkan hasil analisis dan diskusi, diketahui bahwa Kompetensi 
Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan  memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap good government governance. Hasil ini 
menujukan bahwa semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka 
semakin baik pula tata kelola pemerintah (good government governance).  
 
Kata Kunci: kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah, good government governance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1.Latar Belakang 
Pemerintah Indonesia saat ini perlu mengembangkan upayanya untuk 
mewujudkan good governance. Pemerintah yang baik dapat diwujudkan dengan 
tiga pilar penting yang saling berkaitan. Ketiga pilar tersebut adalah transparansi, 
partisipasi, dan akuntabilitas (Pamungkas, 2012). 
Demi terciptanya Good Government Governance, pemerintah terus 
melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
sumber daya ekonomi negara. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam 
meningkatkan hal tersebut dengan menerapkan perkembangan kebijakan 
akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah yang dapat digunakan 
sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). 
Seiring berkembangnya sektor pablik di Indonesia, semakin menguatnya 
tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Perkembangan signifikan 
baru terjadi pada tahun 2000-an yaitu sejak diberlakukannya otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal (Mardiasmo, 2006). Fenomena tersebut ditandai dengan 
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan dan karakteristik kualitas laporan keuangan 
yakni relvan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.  
Untuk mengetahui apakah suatu laporan keuangan berkualitas atau tidak 
maka perlu adanya audit oleh BPK. Penilaian dan opini atas laporan keuangan 
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disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Hasil penilaian BPK atas 
kualitas laporan keuangan daerah dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini yaitu 
wajar tanpa pengecualian (WTP) termasuk wajar dengan bahasa penjelas 
(WDBP), wajar dengan pengecualian  (WDP),  tidak wajar  (TW)  dan  tidak 
memberikan pendapat  (TMP)(BPK, 2018).  
Apabila suatu laporan keuangan pemerintah daerah telah diaudit oleh BPK 
dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian berarti dapat dikatakan bahwa 
laporan keuangan tersebut mempunyai kualitas yang baik dan wajar, tidak 
terdapat kesalhan yang material serta sesuai peraturan yang diisyaratkan. Dengan 
adanya opini BPK dapat meningkatkan kepercayaan atas kualitas laporan 
keuangan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan seperti 
stakeholders.  
Laporan keuangan yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yakni, kompetensi aparatur, dan penerapan sistem pengendalian internal. Aparatur 
yang kompeten dan memiliki pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintah 
sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kompetensi 
yang harus dimiliki oleh aparatur berupa pendidikan, pelatian, dan keterampilan, 
serta sikap dan perilaku dalam mengembangkan kualitas kepemimpinan dan 
maningkatkan kualitas aparatur pemerintah perlu diupayakan dalam rangka 
mendukung kinerja aparatur pemerintah daerah  (Rahmatika dan Afiah, 2014). 
Pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan 
cara menerapkan Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah 
No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
3 
 
 
 
dijelaskanbahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, 
efektif, transparan, dan akuntabel, maka menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan 
bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan atas 
kegiatan pemerintah.  
Dengan adanya pengendalian internal dapat memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujusn organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap perarutan perundang-undangan. Pengendalian internal merupakan 
kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi untuk 
memastikan akurasi dan kelengkapan informasi (Rahmatika dan Afiah, 2014). 
Di Indonesia sudah mengalami kemajuan mengenai transparansi dan 
akuntabilitas atas keuangan negara, namun dalam perkembangan ini masih 
terdapat penyimpangan yang ditemukan. Penyimpangan tersebut dapat kita lihat 
dari indeks persepsi korupsi. Indonesia masih menduduki peringkat 107 dari 
negara-negara di Asia. Tata kelola pemerintah dikatakan baik apabila dalam 
pemerintahan tersebut bersih dan terhormat, serta jauh dari kata korupsi. 
Mengingat hal tersebut, pemerintah indonesia harus lebih meningkatkan 
akuntabilitas keuangan negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat 
(Tambingon, 2018).  
Bentuk penyimpangan tersebut dapat kita ketahui dari laporan hasil 
pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dalam melaksanakan penilaian 
atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Temuan BPK terhadap LKPD 
Kabupaten Klaten yaitu mengenai pengendalian internal dan kepatuhan terhadap 
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peraturan perundah-undangan. BPK menemukan adanya dua kelemahan pada 
sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan (BPK, 2018). 
Dalam penyusunan LKPD Klaten 2017 pengendalian intern dianggap 
belum sepenuhnya mendukung dalam penyusunan LKPD,kebijakan akuntansi 
yang ada belum dijalankan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan 
standar akuntansi pemerintahan, pada pencatatan dan penyajian informasi serta 
dalam LKPD Kabupaten Klaten TA 2017 belum optimal sehingga dianggap dapat 
mengganggu kewajaran laporan keuangan (BPK, 2018). 
Penatausahaan dan penyajian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
dalam LKPD Klaten tahun 2017 belum memadai. Penyajian saldo kas di Bandara 
BOS yang berasal dari rekapitulasi laporan sekolah serta realisasi pendapatan dan 
belanja sumber dana BOS hasil rekonsiliasi pada sekolah tidak valid dan handal, 
pelampauan anggaran atas realisasi belanja dana BOS. Realisasi dana BOS yang 
tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan kode jenis 
rekening sehingga penyajian pendapatan dan belanja sumber dana BOS serta 
saldo akhir kas di Bendahara BOS tahun 2017 belum dapat diyakini kewajarannya 
(BPK, 2018). 
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Terdapat kesalahan 
formulasi perhitungan dan pengelompokan kemampuan keuangan daerah (KKD) 
sehingga terjadi kelebihan pembayaran atas Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) 
dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD, serta Dana Operasional 
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(DO) bagi pimpinan DPRD Kabupaten Klaten  tahun 2017 sebesar Rp2,59 miliar 
(BPK, 2018). 
Pembayaran belanja tunjangan profesi guru PNSD yang tidak memenuhi 
beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu karena mengajukan cuti 
alasan penting mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp103,72 juta;  dan 
ketiga, mengenai kekurangan volume atas tujuh pekerjaan pada tiga OPD 
mengakibatkan kelebihan pembayaran total sebesar Rp370,48 juta dan denda 
keterlambatan atas pekerjaan Pembangunan Pasar Jeblog kurang dikenakan 
sebesar Rp10,33 juta (BPK, 2018). 
Seperti temuan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten 
klaten tahun 2016 dimana BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa 
Pengecualian”. Klaten mendapat opini WDP dari BPK selama dua tahun berturut-
turut. Kali terakhir, Klaten mendapat opini WTP pada 2016 dari hasil 
pemeriksaan laporan keuangan 2015. Sedangkan pada tahun anggaran 2017 BPK 
RI memberi opini “Wajar Dengan Pengecualian” atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Klaten.Karena masih adanya beberapa penyimpangan 
yang dilakukan oleh kabupaten Klaten (BPK, 2018). 
Dalam hasil penelitian Rahmatika dan Afiah (2014) menunjukan bahwa 
Kompetensi Aparatur dan Pengendalian Internal berpengaruh pada Kualitas 
Pelaporan Keuangan. Selain itu ditemukan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan 
memiliki pengaruh yang positif moderat untuk Tata Kelola Pemerintahan Baik. 
Begitu pula dengan hasil penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016), yang 
menunjukkan hasil bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan 
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pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah. Hasil yang sama juga ditunjukan oleh Tambingon, Yadiati, dan Lelly 
(2018) yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan 
melalui peningkatan sistem informasi akuntansi, komitmen aparatur dan peran 
audit internal. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmatika dan Afiah 
(2014). Adapun perbedaan penelitian dari penelitian Rahmatika dan Afiah (2014) 
ada pada obyek penelitian, yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Klaten.  
Selain itu penelitian ini dilakukan karena masih ada perbedaan hasil 
penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Seperti hasil penelitian Tambingon, 
Yadiati, dan Lelly (2018) yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan 
dapat ditingkatkan melalui peningkatan sistem informasi akuntansi, komitmen 
aparatur dan peran audit internal. hasil tersebut didukung dengan penelitian 
Udiyanti (2014) yang menunjukan bahwa SAP, pengendalian internal, dan 
kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Namun hasil penelitian tersebut ditolak oleh penelitian Inapty dan 
Martiningsih (2016) yang dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa 
penerapan SAP, kompetensi aparatur dan peran audit internal tidak berpengaruh 
terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut, 
dapat diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan hasil penelitian mengenai 
faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.  
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Mengingat bahwa karakterisktik kualitatif merupakan unsur penting dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, 
maka peneliti tertarik untuk meneliti “Faktor Determinan Kualitas Laporan 
Keuangan Daerah Dan Implikasinya Pada Good Gomernment Governance”. 
Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris tentang faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan, faktor tersebut terdiri dari kompetensi 
aparatur, dan peran pengendalian internal.  
 
1.2.  Identifikasi Masalah  
Dari latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi 
adalah: 
Masih terdapat penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan 
Pemerintah kabupaten klaten. Sehingga laporan keuangan pemerintah kabupaten 
klaten mendapatkan opini yang kurang baik.Penyimpangan tersebut terjadi pada 
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah yang 
terjadi di PemerintahKabupaten Klaten. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penelitian tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam 
skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian hanya meneliti 
pengaruh kompetensi aparatur pemerintah (SDM) dan peran pengendalian internal 
terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya pada good gevernment 
governancepada Pemerintah Kabupaten Klaten. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan 
menganalisis pengaruh kompetensi aparatur dan peran pengendalian internal, 
sehingga rumusan masalahnya adalah: 
1. Apakah kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Kabupaten Klaten? 
2. Apakah Peran Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Kabupaten Klaten? 
3. Bagaimana implikasi Kualitas laporan Keuanganterhadap pelaksanaan Good 
Government Governance? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 
1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi Aparatur terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Kabupaten Klaten. 
2. Untuk menganalisis pengaruh Peran Pengendalian Intern terhadap kualitas 
laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Klaten. 
3. Untuk mengetahui implikasi Kualitas laporan Keuangan terhadap pelaksanaan 
Good Government Governance pada Pemerintah Kabupaten Klaten. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :  
1. Bagi Akademisi 
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Hasil penelitian diharapkan dapat menambah penetahuan pembaca atau 
sebagai wacara keilmuan, maupun sebagai salah satu referensi atau bahan 
pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Pemerintah Klaten  
Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh Sumber  Daya  
Manusia dan fungsi Pengendalian Internal terhadap kualitas  laporan  
keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada tata kelola pemerintah 
yang baik. Bagi akademisi penelitian ini memberikan kontibusi untuk 
penelitian-penelitian selanjutnya. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
(Terlampir) 
 
1.8. Sistematika Penelitian 
Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang mendasari 
munculnya permasalahan dalam penelitian, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan danmanfaat penelitian, sistematika 
penulisan, serta jadwal penelitian. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan kajian teori melandasi penelitian ini dan menjadi 
acuan teori, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka 
berfikir, dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 
teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional 
variabel dan teknik analisis data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan 
analisis data (pengujian hipotesis). 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian, 
keterbatasan yang dihadapi  serta saran-saran yang ingin penulis 
sampaikan. 
  
11 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1. KajianTeori 
2.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dikatakan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya 
ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan yang dimaksud 
adalah unit pemerintahan yang terdiri dari beberapa entitas akuntansi yang 
menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan(Mardiasmo, 2002). 
1. Peranan Laporan Keuangan  
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, laporan Keuangan 
disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan 
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu 
periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai 
sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan 
operasional pemerintahan,menilai kondisi keuangan,mengevaluasi efektivitas dan 
efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 
peraturan perundang-undangan(Rusmana, 2017). 
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksaan kegiatan 
secara sistematis dan  terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan 
(Rusmana, 2017) : 
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a. Akuntabilitas. Laporan keuangan dianggap sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang 
dilakukan instansi yang bersangkutan.  
b. Manajemen. Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan suatu entitas pelaporan dalam terhadap kepentingan masyarakat  
c. Transparansi. Memberikan informasi keuangan  yang terbuka kepada 
masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 
peraturan perundang-undangan.  
d. Keseimbangan Antargenerasi  
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecakupan penerimaan 
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran 
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan 
akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.  
e. Evaluasi Kerja  
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan,dalam penggunaan sumber daya 
ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang 
direncanakan. 
2. Komponen-komponen Laporan Keuangan  
Adanya perubahan basis akuntansi berpengaruh terhadap komponen 
laporan keuangan pemerintah. Berikut ini merupakan beberapa komponen laporan 
keuangan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
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Laporan Perubahan Saldo Angaran Lebih (Laporan Peubahan SAL), Neraca, 
Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)(Halim, 2012).  
3. Kendala Informasi yang Relevan dan Handal  
Dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang 
berkualitas sering kali terdapat beberapa kendala yang disebabkan keterbatasan 
ataupun alasan kepraktisan. Berikut merupakan hal yang menjadi kendala dalam 
menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (Rusmana, 2017). 
a. Materialitas  
Kesalahan dikatakan matarial apabila terdapat kelalaian mencantumkan 
atau mencatat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 
atau dasar laporan keuangan.  
b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat  
Manfaat yang dihasilkan dari laporan keuangan seharusnya lebih besar 
dari biaya penyusunannya. Oleh sebab itu, dalam leporan keuangan 
pemerintah tidak seharusnya menyajikan segala informasi yang 
manfaatnya dirasa lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya.  
c. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif  
Kesimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai 
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang 
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. 
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4. Kualitas Laporan Keuangan  
Sesuai dengan tujuan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah 
daerah akan digunakan oleh beberapa pihak sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan. Sehingga, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, 
dan pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002). 
Kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP yang terkandung dalam 
LampiranI PP No. 71 Tahun 2010 adalah syarat normatif yang wajib dipenuhi 
dalam penyusunan laporan keuangan demi menghasilkan informasi akuntansi 
yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Karakteristik yang diperlukan 
agar laporan keuangan pemerintah berkualitas (Rusmania, 2017) : 
a. Dapat Dipahami 
Suatu informasi keuangan dikatakan dapat dipahami apabila informasi 
tersebut disajikan dalam bentuk dan bahasa yang sesuai dengan tingkat 
pengertian penggunanya. Pihak pengguna dituntut untuk memiliki 
pengetahuan mengenai akuntansi dan informasi keuangan yang 
dikandungnya. Dengan demikian berarti tidak setiap orang dapat mengerti isi 
dari laporan keuangan. 
b. Relevan 
Informasi dikatakan relevan apabila informasi akuntansi tersebut 
berkaitan dengan tujuan pemanfaatannya. Berhubung laporan keuangan 
disusun untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang memiliki berbagai 
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tujuan, maka dalam penyajian informasi yang relevan lebih terfokutkan 
kepada kepentingan umum pengguna. Informasi yang relevan, yaitu : 
1) Memiliki manfaat umpan balik. Pengguna dapat menggunakan informasi 
untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 
2) Memiliki manfaat prediktif. Pengguna dapat menggunakan informasi 
untuk memprediksi dari hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
3) Tepat waktu. Informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat 
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 
4) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan harus disajikan secara lengkap, 
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada agar 
tidak ada kesalahan dalam penggunaan informasi tersebut. 
c. Andal 
Informasi dikatakan andal apabila informasi tersebut tidak 
menyesatkan, tidak terdapat kesalahan yang material, dan dapat 
diandalkan pemakaiannya serta disajikan secara wajar. Informasi yang 
andal memenuhi karakteristik, yaitu: 
1) Penyajian jujur. Informasi mengenai transaksi serta peristiwa lainnya 
diharapkan dapat disajikan secara jujur. 
2) Dapat diverifikasi. Informasi disajikan dalam laporan keuangan 
dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh 
pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang 
tidak berbeda jauh. 
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3) Netralitas. Informasi ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak 
berpihak pada kebutuhan pihak tetentu. 
d. Dapat Diperbandingkan 
Informasi akuntansi yang disajikan harus dapat diperbandingkan 
dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada unit kerja atau 
organisasi yang sama ataupun dengan sejenis lainnya pada periode waktu 
yang sama. Agar informasi tersebut bisa diperbandingkan, maka 
pemerintah harus menerapkan prinsip akuntansi yang sama disetiap 
tahunnya. Namun pemerintah dapat mengubah metode akuntansi, apabila 
ada metode akuntansi yang lebih baik.  
Informasi akuntansi yang terdapat di laporan keuangan terutama 
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer 
dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, memantau 
kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas 
pelaporan dan membantu menilai ketaatannya terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
 
2.1.2. Good Government Governance 
1. Pengertian Good Government Governance 
Menurut program Word Bank, dan UNDP, orientasi pembangunan sektor 
publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance 
sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah 
pemerintahan yang solid state dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, 
untuk mempertahankan kesatuan interaksi yang konstruktif antara domain dari 
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pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat saling berhubungan dan menjalankan 
fungsinya masing-masingserta penghindaran salah alokasi dana investasi untuk 
pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (Masdiasmo, 2002). 
Badan Perancangan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 
(Bappenas RI) mencoba untuk mengidentifikasi perbedaan definisi antara 
governance dan government sebagai berikut (Mardiasmo, 2002) : 
a. Government 
Secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai “pemerintah” 
yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk 
mengurus Negara dan menjalankan kehendak 
rakyat. 
b. Governance 
Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana 
keputusan itu diimplementasikan, maka analisis governance difokuskan pada 
faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan 
dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disususun untuk 
mendatangkan implementasi keputusan. Governance dapat digunakan dalam 
beberapa konteks seperti coorporate governance, international governance, 
national governance dan local governance. 
2. Prinsip-Prinsip Good Governance 
Menurut Mardiasmo (2002:18), terdapat tiga pilar elemen dasar yang 
saling berkaitan satu sama lain dalam mencapai good governance, yaitu: 
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a. Transparansi, yaitu keterbukaan lembaga sektor publik dalam memberikan 
informasi dan disclosureyang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori 
oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi 
yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang 
menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemimpinan organisasi. 
Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (1) adanya 
kebijakan yang terbuka terhadap pengawasa, (2) adanya akses informasi (3) 
berlakunya prinsip chek and balance atar lembaga eksekutif dan legislatif.  
b. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 
dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 
kebebasan bersosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 
c. Akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk melaporkan tanggungjawaban dari 
mandat yang dipercayakan untuk memperhitungkan keberhasilan atau 
kegagalan, yang memberi mandat untuk puas dan jika tidak puas dapat 
dikenakan sanksi. 
Tata kelola pemerintah yang baik menghendaki pemerintah dijalankan 
dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya Negara yang 
berada dalam pengelolaan pemerintah mencapai tujuan untuk kemakmuran dan 
kemajuan rakyat dan Negara. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah 
yang baik dalam penyelenggaraan Negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara, karena aspek keuangan Negara 
menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi 
19 
 
 
 
sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan 
perekonomian bangsa (Sari, 2012). 
 
2.1.3. Kompetensi Aparatur 
Menurut Sutrisno (2009) Secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai 
dimensi dari perilaku seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan 
perilaku yang baik dalam dirinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pada 
dasarnya kompetensi diartikan sebagai kecakapan, ketrampilan, dan kemampuan 
yang merupakan ciri dari seseorang dalam keberhasilannya melakukan sebuah 
pekerjaan. 
Kompetensi merupakan kapasitas dari individu, lembaga atau sistem 
dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien guna 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi tuntutan organisasi 
berupa cepatnya perubahan, kompleksnya permasalahan, dan masa depan yang 
tidak pasti, kompetensi sangatlah dibutuhkan oleh organisasi publik ataupun 
privat (Sutrisno, 2009). 
Terdapat beberapa kompnen utama pembentukan kompetensi yang 
dimiliki oleh masing-masing individu (Sutrisno, 2009). 
1. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang 
digelutinya.  Pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan 
tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki tingkat 
pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.  
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2. Pemahamanmerupakan kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh 
individu dalam memahami kondisi dan karakteristik pekerjaan secara efektif 
dan efisien. 
3. Ketrampilan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan 
maksimal, misalnya ketrampilan dalam memahami dan memotivasi orang 
lain baik secara individu maupun kelompok.  
4. Nilai merupakan standar perilaku yang diyakini oleh seseorang. 
5. Sikap merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan organisasi. Nilai-nilai 
yang dimiliki seseorang dan ditonjolkan dalam masyarakat (ekspresi nilai-
nilai diri), misalnya : pemimpin. 
6. Minat (interest), merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan 
sesuatu. 
Menurut Afiah (2004), komponen kompetensi meliputi pengetahuan, 
pengalaman, kualitas kepemimpinan etis dalam bentuk etika dan keterampilan 
subjektif dan objektif. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, keterampilan, 
dan pelatihan. Dari definisi dan karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa 
peran pendidikan, pelatihan, keterampilan, pengembangan kualitas kepemimpinan 
dalam meningkatkan kualitas pejabat pemerintah daerah perlu diupayakan dalam 
rangka mendukung kinerja neraca pejabat pemerintah lokal antara profesionalisme 
dan moralitas. 
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Kompetensi adalah seseorang atau individu yang mempunyai 
tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Sumber daya manusia yang berkaitan 
langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang 
cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan 
menambah keahlian dibidang akuntansi.Kompetensi merupakan karakteristik 
yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam 
pekerjaanya.Organisasi membutuhkan kompetensi aparatur yang berkualitas 
untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-
manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna 
perlu adanya manajemen sumber daya manusia (Adhi dan Suhardjo, 2013).  
Untuk menilai kualitas aparatur dalam melaksanakan suatu fungsi, 
termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat tanggungjawabnya dan kompetensi 
sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam 
deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas 
dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut 
tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (Setiawati dan Sari, 2014).  
Aparatur yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi 
(keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan 
yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas aparatur di bidang akuntansi(keuangan) 
merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang 
disusun pemerintah daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013). 
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2.1.4. Pengendalian Intern   
Menurut Permendagri Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian 
intern, yaitu:  
Sistem  Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang 
untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah 
mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut 
pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas. 
Udiyanti (2014) menjelaskan bahwa sistempengendalian internal merupakan salah 
satu tolak ukur yang harus digencarkanpemerintah daerah dalam penyusunan 
laporan keuangan. 
Diterapkannya pengendalian internal pemerintah daerah akan memiliki 
otorisasi pemisahan tugasyang jelas, tidak ada pegawai pemerintahan yang 
merangkap fungsi dalampenyusunan laporan keuangan sehingga mampu 
meminimalisir tindakan-tindakankurang etis dari pegawai pemerintahan yang 
dapat mempengaruhi kualitas laporankeuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan 
sistem pengendalian internal yaitumenyajikan data yang dapat dipercaya, 
meningkatkan efisiensi operasional,mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang 
ada, melindungi harta milik perusahaan, memeriksa kecermatan dan kehandalan 
data akuntansi, meningkatkanefisiensi usaha, mendorong ditaatinya kebijakan 
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yang telah digariskan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Udiyanti, 
2014). 
Dalam praktik sistem pengendalian intern harus memperhatikan beberapa 
unsur yang ada di dalamnya. Berdasarkan COSO versi terbaru (2013) terdapat 5 
(lima) komponen pengendalian intern, yakni (Effendi, 2016): 
1. Lingkungan Pengendalian  
Unsur ini lebih menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang 
memepengaruhi kesadaran dan tindakan anggota organisasi mengenai 
pengendalian.  Lingkungan pengendalian  dibagi menjadi 8 unsur:  
a. Penegakan integritas dan nilai etika  
b. Komitmen terhadap kompetensi  
c. Kepemimpinan yang kondusif  
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan  
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat  
f. Penyusuanan dan penerapan kebijakan yang  sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia  
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif  
h. Hubungan kerja yang baik dengan instansii pemerintah yang baik  
2. Penilaian Risiko  
Penilaian risiko bertujuan untuk mengelola berbagai risiko dalam 
organisasi agar apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Penilaian risiko 
terdiri atas dua unsur, yaitu Identifikasi risiko dan Analisis risiko  
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3. Kegiatan Pengendalian  
Dalam memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan dengan 
efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi harus dibuat aktifitas 
pengendalian yang berupa kebijakan dan prosedur kegiatan.  Unsur kegiatan 
pengendalian terdiri dari beberapa unsur :  
a. Review kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 
b. Sosialisasi dan pembinaan sumber daya manusia  
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem infromasi  
d. Pengendalian fisik atas aset  
e. Pemisahan fungsi  
f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 
g. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta tansaksi 
dan kejadian penting  
h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.  
4. Informasi dan Komunikasi  
Informasi dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain 
yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat 
waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan 
pengendalian dan tanggungjawabnya.   
5. Pemantauan   
Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal 
sepanjang waktu  dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review 
lainnya dapat segera ditindak lanjuti. 
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Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan 
produksi yang berkualitas tinggi pelayanan prima, dengan bahan baku sumber 
daya yang sesuai dengan standar.  Laporan keuangan yang dapat diandalkan, 
tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk 
pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan 
kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/layak dipercaya dan 
menggambarkan keadaaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji 
tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan 
keputusan yang salah serta merugikan organisasi. 
Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu 
dengan yang lain. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena 
itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam 
organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai 
sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Mereka juga 
berkewajiban melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern pemerintah 
(SPIP) yang menjadi tanggung jawabnya (Inspektorat, 2019).  
Control Self Assessment (CSA) merupakan metode penilaian efektivitas 
SPIP yang telah dipilih dan ditetapkan dalam pasal 43&45 serta daftar uji terkait, 
sehingga harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah. CSA berkaitan 
dengan SPIP, dirumuskan sebagai suatu kegiatan penilaian risiko dan efektivitas 
SPIP, yang dilakukan secara mandiri oleh instansi, dengan melibatkan pimpinan 
dan karyawan dalam suatu workshop yang difasilitasi oleh fasilitator , atau dengan 
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metode lainnya yang sesuai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 
tercapainya semua tujuan organisasi (BPKP, 2019) 
Tujuan CSA tidak lain untuk menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP 
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 
instansi. CSA juga merupakan terobosan besar dalam paradigma pengelolaan 
SPIP, yang sebelumnya evaluasi pengendalian intern dianggap hanya urusan APIP 
dan para pemeriksa ekstern, sekarang bergeser bahwa “evaluasi pengendalian 
intern merupakan tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah” (BPKP, 2019) 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 2.1 
Hasil Penelitian yang relevan 
 
Nama 
penulis 
Judul penelitian Metode penelitian 
Dan Sampel 
Hasil Penelitian 
Rahmati
ka dan 
Afiah(2
014) 
Factors Influencing 
The Quality Of 
Financial Reporting 
And Its Implications 
On Good 
Government 
(Research On 
GovernanceLocal 
Government 
Indonesia) 
Metode 
kuantitatif, 70 
bekerja perangkat 
satuan luas di 
Kabupaten 
Pemerintah 
Daerah 7 di eks 
Karesidenan 
Pekalonga. 
Aparatur Kompetensi 
dan Pengendalian 
Internal berpengaruh 
positif lemah pada 
Kualitas Pelaporan 
Keuangan.  
Kualitas Pelaporan 
Keuangan memiliki 
pengaruh yang positif 
moderat untuk Tata 
Kelola Pemerintahan 
Baik 
Kiranay
ati dan 
Erawati 
(2016) 
Pengaruh Sumber 
Daya Manusia, 
Sistem Pengendalian 
Intern, Pemahaman 
Basis Akrual 
Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 
Daerah 
Metode statistik 
kuantitatif dengan 
108 pegawai 
SKPD Kabupaten 
Bandung yang 
bekerja di bagian 
akuntansi/keuang
an 
Hasilnya menunjukan 
bahwa Kompetensi 
Sumber Daya, SPI, 
dan regulasi SAP 
berpengaruh positif  
signifikan terhadap 
kualitas laporan 
keuangan daerah. 
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Tabel berlanjut... 
 
Lanjutan tabel 2.1 
Nama 
penulis 
Judul penelitian Metode penelitian 
Dan Sampel 
Hasil Penelitian 
Henny 
N. 
Tambin
gon, 
Winwin 
Yadiati, 
dan 
Cecilia 
Lelly 
Kewo 
(2018), 
Determinant Factors 
Influencing the 
Quality of Financial 
Reporting Local 
Government in 
Indonesia 
Metode 
kuantitatif dengan 
66 sampel 
pegawe SKPD di 
kabupaten/kota di 
Indonesia 
kualitas laporan 
keuangan dan sistem 
informasi akuntansi 
dapat ditingkatkan 
melalui peningkatan 
sistem informasi 
akuntansi, komitmen 
apparatuss dan peran 
audit internal. 
Udiyant
i (2014) 
Pengaruh Penerapan 
SAP, Sistem 
Pengendalian 
Internal, Dan 
Kompetensi Staf 
Akuntansi Terhadap 
Kualitas Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Daerah 
(Studi Kasus Pada 
SKPD Kabupaten 
Buleleng) 
Metode 
kuantitatif, 
Sampel 195 
pegawai staf 
bagian keuangan 
SKPD Kabupaten 
Buleleng 
standar akuntansi 
pemerintahan, sistem 
pengendalian internal, 
dan kompetensi staf 
akuntansi secara 
simultan memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kualitas laporan 
keuangan. 
Tambin
gon, 
Yadiati, 
dan 
Kewo 
(2018), 
Determinant Factors 
Influencing the 
Quality of Financial 
Reporting Local 
Government in 
Indonesia 
Metode 
kuantitatif dengan 
66 sampel 
pegawe SKPD di 
kabupaten/kota di 
Indonesia 
kualitas laporan 
keuangan dan sistem 
informasi akuntansi 
dapat ditingkatkan 
melalui peningkatan 
sistem informasi 
akuntansi, komitmen 
apparatuss dan peran 
audit internal. 
        Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 2.1..         
Nama 
penulis 
Judul penelitian Metode penelitian 
Dan Sampel 
Hasil Penelitian 
Udiyant
i (2014) 
Pengaruh Penerapan 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan, 
Sistem Pengendalian 
Internal, Dan 
Kompetensi Staf 
Akuntansi Terhadap 
Kualitas Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Daerah 
(Studi Kasus Pada 
SKPD Kabupaten 
Buleleng) 
 
Metode kuantitatif, 
Sampel 195 
pegawai staf bagian 
keuangan SKPD 
Kabupaten 
Buleleng 
standar akuntansi 
pemerintahan, sistem 
pengendalian internal, 
dan kompetensi staf 
akuntansi secara 
simultan memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kualitas laporan 
keuangan. 
Rahmat
ika dan 
Afiah 
(2014) 
The Impact of 
Internal Audit 
Function 
Effectiveness on 
Quality of Financial 
Reporting and its 
Implications on 
Good Government 
Governance 
Research on Local 
Government 
Indonesia. 
Metode kuantitatif, 
70 bekerja 
perangkat satuan 
luas di Kabupaten 
Pemerintah Daerah 
7 di eks 
Karesidenan 
Pekalongan 
Indonesia 
menggunakan 
metode survei. 
Hasilnya menunjukkan 
fungsi audit intern 
memiliki efek positif 
pada kualitas pelaporan 
keuangan. Fungsi audit 
intern memiliki efek 
positif tentang 
Pemerintahan 
Pemerintah Baik. Dan, 
Kualitas pelaporan 
keuangan memiliki efek 
positif tentang tata 
Pemerintahan yang 
Baik. 
 Tabel berlanjut..
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Lanjutan tabel 2.1..  
Nama 
penulis 
Judul penelitian Metode penelitian 
Dan Sampel 
Hasil Penelitian 
Nurilla
h 
(2014) 
Pengaruh 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia, 
Penerapan Sistem 
Akuntansi 
Keuangan Daerah 
(Sakd),Pemanfaata
n Teknologi 
Informasi, Dan 
SistemPengendalia
n Intern Terhadap  
 
Metode kuantitatif, 
sampel yang 
digunakan 
sebanyak 64 
pegawai Satuan 
Kerja Perangkat 
Daerah Kota 
Depok, Jawa Barat 
Hasilnya menyatakan 
bahwa  kompetensi, 
penerapan SAK, 
pemanfaatan teknologi, 
dan sistem 
pengendalian intern 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
kualitas laporan 
keuangan daerah. 
Adhi 
danSuh
ardjo 
(2013) 
Pengaruh 
Penerapan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan Dan 
Kualitas Aparatur 
Pemerintah Daerah 
Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 
(Studi Kasus Pada 
Pemerintah Kota 
Tual) 
 
 
Metode kuantitatif, 
sampel yang 
digunakan 38 
pegawai negeri 
sipil daerah Kota 
Tual yang menjadi 
bendahara Satuan 
Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) 
Penerapan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan, Kualitas 
Aparatur Pemerintah 
Daerah berpengaruh 
signifikan terhadap 
Kualitas Laporan 
Keuangan.; danTidak 
ada hubungan moderasi 
antara Penerapan 
Standar 
AkuntansiPemerintahan 
dengan Kualitas 
Aparatur Pemerintah 
Daerah dalam 
pengaruhnya terhadap 
Kualitas Laporan 
Keuangan. 
 
 
 Tabel berlanjut.. 
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Lanjutan tabel 2.1... 
Nama 
penulis 
Judul penelitian Metode penelitian 
Dan Sampel 
Hasil Penelitian 
Setiawati 
dan Sari 
(2014) 
Kualitas 
Pelaporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah Ditinjau 
Dari Sumber 
Daya Manusia, 
Pengendalian 
Intern, 
Pemanfaata 
Teknologi 
Informasi Dan 
Pemahaman 
Akuntansi  (Studi 
Empiris Pada 
Pemerintah 
Kabupaten dan 
Kota  di Wilayah 
Eks Karesidenan 
Surakarta) 
Metode kuantitatif, 
dengan sampel 
sejumlah 220 
aparatur pemerintah 
sumber daya 
manusia,  
pengendalian intern, 
pemanfaatan 
teknologi informasi  
dan pemahaman 
akuntansi 
berpengaruh terhadap 
kualitas 
pelaporankeuangan 
pemerintah daerah.  
    
2.3. Kerangka Berfikir 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur 
pemerintah dan peran pengendalian intern terhadap good government governance 
baik secara langsung maupun melalui kualitas laporan keuangan. Berikut ini 
merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan 
hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 
2.4. Hipotesis  
1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
Kompetensi aparatur adalah seseorang atau individu yang mempunyai 
tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan aparatur sangat berperan 
penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan 
hasil laporan yang berkualitas. Aparatur yang berkualitas dan kompeten dalam 
bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya 
laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas aparatur di bidang 
akuntansi(keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013). 
Sehingga semakin tinggi tingkat kompetnsi aparatur maka kualitas laporan 
keuangan juga akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Udiyanti (2014), 
Nurillah (2014), dan Kiranayanti dan Erawati (2016) bahwa Kompetensi Sumber 
Good 
government 
governance 
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Daya Manusia berpengaruh positif  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut: 
H1 : kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah. 
2. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah 
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi  melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian 
terutama atas pengelolaan system informasi yang bertujuan untuk memastikan 
akurasi dan kelengkapan informasi (Effendi, 2017).  
Pengendalian internal merupakan sistem yang terintegrasi yang bekeja 
sama untuk mengurangi risiko pelaporan keuangan reliabel untuk tingkat yang 
dapat diterima. Semakin baik proses pengendalian yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah, tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 
daerah. Hal tersebut didukung penelitian Udiyanti (2014), Tambingon (2018), dan 
Rahmatika dan Afiah (2014) pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas 
pelaporan keuangan daerah.  
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut: 
H2 : pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah. 
3. Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan Good 
Government Governance. 
Menurut Lembaga Administrasi Negara / LAN (2000), pemerintahan yang 
baik adalah pemerintahan yang solid state dan bertanggung jawab, serta efisien 
dan efektif, untuk mempertahankan kesatuan interaksi yang konstruktif antara 
domain dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat saling berhubungan dan 
menjalankan fungsinya masing-masing (Rahmatika dan Afiah, 2014).  
Pelaksanaan good government governance termasuk melalui kewajiban 
bagi semua pemerintah daerah untuk menyiapkan laporan keuangan pemerintah 
daerah. Formulir pelaporan LKPD yang dibuat oleh masing-masing pemerintah 
daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. karakteristik 
sebagai prasyarat normatif yang diperlukan untuk laporan keuangan pemerintah 
dapat memenuhi kualitas yang diinginkan relevan, dapat diandalkan, dipahami, 
dan dapat dibandingkan (Rahmatika dan Afiah, 2014) 
kualitas laporan keuangan akan berpengaruh pada prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintah daerah yang baik. Hal tersebut didukung penelitian terdahalu, 
Rahmatika dan Afiah (2014) Kualitas pelaporan keuangan memiliki efek positif 
tehadap tata Pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian diatas maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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H3 : kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tata 
pemerintahan yang baik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
3.1. Waktu Dan Wilayah Penelitian 
Penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober 2018 sampai Mei 2019. 
Rencananya penelitian akan dilaksanakan diseluruh SKPD Pemerintah Kabupaten 
Klaten. 
 
3.2.  Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif disebut 
sebagai metode tradisional, positivistik, scientific, confirmatory, kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif bersifat deduktif (Sugiyono, 2015).  
 
3.3. Populasi, sampel dan teknik pengumpulan sampel 
3.3.3. Populasi  
Menurut Sugiyono (2015) populasi adalah wilayah generalisasi yangterdiri 
atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentuyang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarikkesimpulannya.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Klaten yang 
terdiridari 60 SKPD.  
3.3.4. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik sebuah populasi 
(Sugiyono, 2015).Sampel dalam penelitian iniadalah pegawai yang menyusun 
laporan keuangan di SKPD Kabupaten Klaten. 
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Dari 60 SKPD dipilih 49 SKPD sebagai sampel. SKPD tersebut dipilih 
karena pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau dan bersedia mengisi 
kuesioner guna mendapatkan informasi sehingga dapat memudahkan dalam 
pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 11 
SKPD yang tidak digunakan dalam penelitian ini, yakni RSUD Bagas Waras, 
Kecamatan Wedi, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Talikotes, Kecamatan 
Prambanan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Ceper, 
Kecamatan Cawas, dan Kecamatan Trucuk serta Kecamatan Bayat. 49 SKPD 
yang menjadi sampel dijelaskan pada tabel 3.1. 
Tabel 3.1  
Daftar Sampel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Tabel berlanjut... 
 
 
 
 
 
 
No. Nama SKPD 
1 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) 
2 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah (BKPPD) 
   3     Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
5 Inspektorat 
6 Sektretaris Dewan 
7 Satpol PP 
8 Dinas Pendidikan 
9 Dinas Kesehatan 
10 Dinas Perhubungan 
11 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan 
Perikanan 
12 Dinas Dukcapil 
37 
 
 
 
Lanjutan tabel 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel berlanjut... 
 
No. Nama SKPD 
13 Dinas Periwisata Dan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga 
14 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan KB  
15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
17 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
19 Dinas Komunikasi Informasi 
20 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
22 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
23 Dinas Arsip dan Perpustakaan 
24 Bagian Pemerintahan 
25 Bagian Kesejahteraan Rakyat 
26 Bagian Hubungan Masyarakat 
27 Bagian Perekonomian 
28 Bagian Pembangunan 
29 Bagian Layanan, Pengadaan Barang dan Jasa 
30 Bagian Organisasi 
31 Bagian Umum 
32 Bagian hukum 
33 Kecamatan Klaten Tengah 
34 Kecamatan Klaten Selatan 
35 Kecamatan Klaten Utara 
36 Kecamatan Kebonarum 
37 Kecamatan Jogonalan 
38 Kecamatan Gantiwarno 
39 Kecamatan Karangdowo 
40 Kecamatan  Jatinom  
41 Kecamatan  Tulung  
42 Kecamatan Karanganom  
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 Lanjutan tabel 3.1 
 
No. Nama SKPD 
43 Kecamatan Polanharjo  
44 Kecamatan Delanggu 
45 Kecamatan Wonosari 
46 Kecamatan Juwiring 
47 Kecamatan Pedan 
48 Kecamatan Karangdowo 
49 Kecamatan Karangnongko 
         
 
3.3.5. Teknik Pengambilan Sampel  
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience 
sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan 
kemudahaan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik 
mudah untuk diukur dan bersifat kooperatif (Sugiyono, 2015). Teknik 
pengambilan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah 
dijangkau dan bersedia mengisi kuesioner guna mendapatkan informasi sehingga 
dapat memudahkan dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam 
penelitian ini. 
Cara menentukan sampel dalam penelitian menurut Roscoe dalam Sekaran 
dan Roger bougie(2013) yaitu: 
1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 500 
2. Jika sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel tiap kategori 
minimal 30 orang. 
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3. Jika dalam penelitian akan menggunakan analisis dengan multivariate 
(korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 
kali dari jumlah variabel yang diteliti. 
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan menggunakan 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel 
masing-masing antara 10 sampai 20 orang 
Berdasarkan Roscoe dalam Sekaran Roger dan Bougie(2013) bahwa 
ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 telah mencukupi untuk 
digunakan dalam sebuah penelitian. Maka sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini bisa dikatakan layak untuk digunakan dalam penelitian.Disini 
peneliti mengambil 49 SKPD dari keseluruhan SKPD yang berada di Kabupaten 
Klaten.Responden yang digunakan sebanyak 80 responden, yang terdiri dari 
pegawai yang menyusun laporan keuangan dari tiap SKPD tersebut. 
 
3.4.  Data dan Sumber data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
atau primery data merupakan data/informasi yang diperoleh langsung dari tangan 
pertama oleh peneliti terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian 
tersebut (Sekarandan Roger bougie, 2017: 130).Data primer diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepada pegawai SKPD yang berhubungan langsung 
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. 
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3.5.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah melaluikuisoiner. 
Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirimuskan sebelumnya 
untuk dijawab oleh responden (Sekarandan Roger bougie, 2017). Kuesioner yang 
telah disiapkan oleh peneliti akan dimintakan respon kepada responden dengan 
memberikan tanda centang pada kolom yang telah ditentukan. Kemudian 
instrumen berupa kuisioner dikembalikan kepada peneliti.Kuisioner diukur 
menggunakan skala likert dengan nilai 1-5 dari sangat tidak setuju sampai sangat 
setuju. Penyebarankuisonerdilakukansecaralangsungdalamkurunwaktu2 minggu. 
 
3.6.  Variabel Penelitian 
Variabel adalah segala hal yang dapat membedakan atau mengubah nilai. 
Dalam berbagai waktu untuk objek yang sama, atau pada waktu yang sama untuk 
objek yang berbeda juga nilai dapat berbeda (Sekaran dan Roger bougie, 2017). 
Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu: 
 
3.6.1 Variabel Exogenous 
Variabel exogenous(bebas) dalam suatu model jalur ialah semua variabel 
yang tidak ada penyebab-penyebab eskplisitnya atau dalam diagram tidak ada 
anak-anak panah yang menuju kearahnya, selain pada bagian kesalahan 
pengukuran. Variabel exogenousyang digunakan dalam penelitian ini ada dua 
yaitu kompetensi aparatur dan pengendalian internal (Ghozali, 2008). 
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3.6.2. Variabel Endogenous 
Variabel endogenous ialah variabel yang mempunyai anak-anak panah 
menuju kearah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya ialah 
mencakup semua variabel perantara dan tergantung. Variabel perantara 
endogenous mempunyai anak panah yang menuju kearahnya dan dari arah 
variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedang variabel terikat hanya 
mempunyai anak panah yang menuju kearahnya.Variabel endogenousdalam 
penelitian ini ada dua yaitu kualitas laporan keuangan dan good government 
governance(Ghozali, 2008). 
 
3.7.  Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.2 
Devinisi operasional variabel 
 
No Variabel Definisi  Indikator  
1.  Good 
Government 
Governance  
Good Government 
Governance adalah 
pemerintahan yang solid 
state dan bertanggung 
jawab, serta efisien dan 
efektif, untuk 
mempertahankan kesatuan 
interaksi yang konstruktif 
antara domain dari 
pemerintah, sektor swasta, 
dan masyarakat saling 
berhubungan dan 
menjalankan fungsinya 
masing-masing(Mardiasmo, 
2009). 
1. Transparansi 
2. Partisipasi  
3. Akuntabilitas 
(Mardiasmo, 
2009) 
        Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 3.2 
No Variabel Definisi  Indikator  
2.  Kualitas 
laporan 
keuangan 
 
Laporan keuangan sektor 
publik merupakan 
representasiposisi keuangan 
dari transaksi-transaksi yang 
dilakukan olehsuatu entitas 
sektor publikdengan tujuan 
untukmemberikan 
informasimengenai posisi 
keuangan,kinerja, dan arus 
kas (Mardiasmo, 2006) 
1. relevan, 
2. andal, 
3. dapatdibandingka
n, dan 
4. dapatdipahami. 
(Rusmania, 2017) 
3.  Kompetensi 
Aparatur 
Kompetensi merupakan 
kapasitas dari individu, 
lembaga atau sistem dalam 
menjalankan fungsi dan 
tanggungjawabnya secara 
efektif dan efisien guna 
mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan (Sutrisno, 2009). 
1. Pengetahuan, 
2. Pemahaman 
3. Ketrampilan 
4. Nilai  
5. Sikap 
6. Minat 
(Sutrisno, 2009) 
4.  Pengendalian 
intern 
Pengedalian Intern adalah 
proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan 
perundang-undangan 
(Effendi, 2016). 
1. LingkunganPen
gendalian, 
2. PenilaianResiko, 
3. KegiatanPengen
dalian,  
4. InformasidanKo
munikasi, 
5. Pemantauan. 
(Effendi, 2016) 
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3.8.  Teknik Analisis data 
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 
dari seluruh responden terkumpul. Menurut Sugiyono (2015) kegiatan dalam 
analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 
responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 
menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 
menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 
yang telah diajukan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode 
Partial Least Square (PLS).  
 
3.8.1. Statistik Deskriptif 
Statistik dekriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan 
data yang telah terkumpul dengan tidak bermaksud untuk menarik sebuah 
kesimpulan yang berlaku untuk umum. Gambaran dari statistik deskriptif meliputi 
tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, 
desil, presentil, perhitungan penyebaran data berupa rata-rata dan standar deviasi, 
dan presentase (Sugiyono, 2015:148). 
 
3.8.2. Partial Least Square 
PLS adalah metode penyelesaian structural equation modeling (SEM) 
yang dalam hal ini (sesuai tujuan penelitian) lebih tepat dibandingkan dengan 
teknik-teknik SEM lainnya seperti AMOS dan LISREL. Model PLS dapat 
digunakan pada saat dasar teori perancangan model lemah dan indikator variabel 
tidak normal. Lebih lanjut Ghozali (2008) menyatakan PLS dapat digunakan 
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dengan jumlah sampel yang tidak besar dan dapat diterapkan pada semua skala 
data. Pemilihan metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahan dalam 
penelitian ini terdapat dua variabel laten yang dibentuk dengan indikator 
formative dan bukan reflektif.  
Model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel laten 
mempengaruhi indikator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke 
indikator atau manifest (Ghozali, 2008). Adapun alasan penggunaan PLS dalam 
penelitian ini, adalah sebagai berikut (Ghozali, 2008: 5): 
1. PLS merupakan metode umum untuk mengestimasi path model yang 
menggunakan variabel laten dengan multiple indicator. 
2. PLS merupakan metode analisis yang dapat diterapkan pada semua skala 
data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampelnya tidak harus 
besar. Besarnya sampel direkomendasikan berkisar dari 30 s/d 100 kasus. 
3. PLS merupakan metode analisis untuk causal-predictiveanalysis dalam 
situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori yang rendah. 
4. PLS menangani model reflektif dan formatif, bahkan konstruk dengan item 
(indikator) tunggal. Konstruk reflektif mengasumsikan bahwaVariabel laten 
mempengaruhi indikator (arah hubungan kausalitas dari konstruk ke 
indikator). Konstruk formatif mengasumsikan bahwa indikator 
mempengaruhi konstruk/variabel laten (arah hubungan kausalitas dari 
indikator ke konstruk).  
Langkah-langkah analisis persamaan Partial Least Square (PLS). Analisis 
ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Hubungan antar variable 
Dalam penelitian ini, bentuk model indikator adalah refleksif. Menurut 
Ghozali (2008:7) model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel 
laten mempengaruhi indikator (arah hubungan kausalitas dari konstruk ke 
indikator atau manifest). 
2. Analisis Jalur (Path Analysis) PLS 
Diagram jalur merupakan suatu metode penelitian yang utamanya 
digunakan untuk menguji kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung 
diantara berbagai variable (Ghozali, 2008: 65). 
3. Evaluasi model PLS 
Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang 
mempunyai sifat non-parametrik. Oleh karena itu, model evaluasi PLS dilakukan 
dengan menilai outler model dan inner model. Penjelasan lebih lanjut, adalah 
sebagai berikut: 
a. Evaluasi Model Pengukuran (outler model) 
Model pengukuran atau outer model mendefinisikan bagaimana setiap 
blok indikator berhubungan dengan konstruk/variabel latennya. Perancangan 
model pengukuran menentukan sifat indikator dari masing-masing konstruk 
laten, apakah refleksif atau formatif, berdasarkan definisi operasional variabel 
(Ghozali, 2008: 23).  
Evaluasi outler model disebut pula dengan evaluasi model pengukuran 
dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outler model dengan 
indikator refleksif dievaluasi melalui validitas convergent dan 
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discriminatuntuk indikator pembentuk konstruk laten, serta melalui composite 
reliability dan Cronbach alpha untuk blok indikatornya (Ghozali, 2008: 24). 
Validitas convergent berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 
(manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. 
Uji validitas convergent indikator refleksif dapat dilihat dari nilai 
loading factor untuk setiap konstruk, dimana nilai loading factor yang 
direkomendasikan harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat 
confirmatory, dan nilai loading factorantara 0,6 s/d 0,7 untuk penelitian yang 
bersifat explatory masih dapat diterima, serta nilai average variance extracted 
(AVE) harus lebih besar dari 0,5.  
Validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur 
(manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi 
dengan tinggi. Cara untuk menguji validitas discriminant dengan indikator 
refleksif yaitu dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus 
> 0,70. Cara lain yang dapat digunakan untuk menguji validitas 
discriminantadalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk 
setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Validitas 
discriminant yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk setiap 
konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model (Ghozali, 
2008: 25). 
Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk 
mengujireliabilitas (keakuratan) suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan 
untukmembuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam 
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mengukurkonstruk. Uji reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif 
dapat dilakukandengan dua cara, yaitu composite reliability dan cronbach‟s 
alpha. Penggunaancronbach‟s alpha untuk menguji reliabilitas konstruk akan 
memberikan nilai yanglebih rendah (under estimate) sehingga lebih 
disarankan untuk menggunakancomposite reliability dalam menguji 
reliabilitas suatu konstruk. 
b. Evaluasi model struktural (inner model) 
Model struktural atau inner model yakni model yang 
menggambarkanhubungan antar konstruk laten berdasarkan pada teori. 
Perancangan modelstruktural hubungan antar konstruk laten didasarkan pada 
rumusan masalah atauhipotesis penelitian (Ghozali, 2008: 23).Dalam menilai 
model struktural dengan struktural PLS dapat dilihat dari nilaiR-Squares 
untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi darimodel 
struktural. Perubahan nilai R-Squares digunakan untuk menjelaskanpengaruh 
variabel lateneksogen tertentu terhadap variabel laten endogen, 
apakahmempunyai pengaruh substantive.  
Nilai R-Squares 0,67; 0,33; dan 0,19 untukvariabel laten endogen 
dalam model struktural menunjukkan model kuat, moderat, dan lemah (Chin, 
1998 dalam Ghozali, 2008: 26). Hasil dari PLS R-Squaresmempresentasikan 
jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model.Selanjutnya, 
evaluasi model dilakukan dengan melihat nilaisignifikansi untuk mengetahui 
pengaruh antar variabel melalui prosedurbootstrapping. Prosedur 
bootstrapping adalah teknik nonparametrik danresampling yang bertujuan 
48 
 
 
 
untuk menaksir standar eror dan confidence intervalparameter populasi, 
seperti: mean, median, proporsi, koefisien korelasi danregresi, dengan tidak 
selalu memperhatikan asumsi distribusi. 
Tabel 3.3 
Evaluasi Model Struktural 
Kriteria Rule of Thumb 
R-Square 
0,67; 0,33 dan 0,19 menunjukan model 
kuat, moderat, dan lemah (Chin,1998 
dalam Ghozali, 2008). 
Signifikansi (two-
tailed) 
t-value 1,65 (signifikansi level 10%); 
t-value 1,96 (signifikansi level 5%);  
t-value 2,58 (signifikansi level 1%). 
  Sumber: Ghozali, (2008:28) 
4. Pengujian hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik t (t-test). Dengan 
parameterpengujian sebagai berikut: 
a. Ho Diterima dan Ha ditolak jika T-statistik < T-tabel (1,96) atau 
nilaisignifikasi > p-value > 0,05 (α 5%), 
b. Ha Diterima dan Ho ditolak jika T-statistik > T-tabel (1,96) atau 
nilaisignifikasi p-value < 0,05 (α 5%), 
Apabila hasil pengujian hipotesis pada outer model signifikan, hal ini 
menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai 
instrumentpengukur variabel laten. Sementara, bilamana hasil pengujian pada 
inner model adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh 
yang bermakna variabel laten satu terhadap variabel laten lainnya. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Gambaran Umum Responden 
Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel aparatur 
kompetensi, pengendalian internal, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 
dan good government governancedi pemerintah Kabupaten Klaten. Peneliti 
melakukan penyebaran langsung kepada pegawai di SKPD Kabupaten Klaten 
yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan daerah.  
Tabel 4.1 
Tabel Sampel dan Tingkat Pengembalian Sampel 
 
Keterangan Jumlah  presentase 
Kuesioner yang disebar  82 100% 
Kuesioner yang kembali 82 100% 
Kuesioner yang diolah 80 97,5% 
Sumber: Data diolah, 2019 
Gambaran mengenai responden yang menjadi objek penelitian ini 
dijelaskan dalam tabel. Pada tabel 4.2 memberikan penjelasan secara menyeluruh 
berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan. Karakteristik responden yang 
dapat diolah adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden 
 
Karakteristik Jumlah  Presentase  
Jenis kelamin   
1. Pria 50 62,5% 
2. Wanita 30 37,5% 
Total  80 100% 
50 
 
 
 
Usia Responden   
1. 30-35 tahun  14 17,5% 
2. 36-40 tahun 9 11,2% 
3. 41-45 tahun 12 15% 
4. 46-50 tahun 26 32,5% 
5. >50 tahun  19 23,8% 
Total  80 100% 
Tingkat pendidikan   
1. S1 33 41,2% 
2. S2 47 58,8% 
Total  80 100% 
Jabatan   
1. Kepala Subbid-
Subbag 
73 91,2% 
2. Staf/pegawai 7 8,8% 
Total  80 100% 
Sumber: Data primer, 2019 
Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa responden terbanyak dalam 
penelitian ini yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan didominasi oleh responden 
dengan rentang umur di 46 sampai 50 tahun. Tingkat pendidikan responden 
terbanyak adalah jenjang S2 dan jabatan responden terbanyak kepala 
Subbid/Subbag. 
 
4.1.2. Statistik Deskriptif  
Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan 
atashasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing 
indikatorpengukur variabel. Analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 
4.3 
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Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
 
Variabel  Indikator Mean Median Min Max 
Standar 
Deviation  
kompetensi 
aparatur 
KA1 4,138 4 2,00 5,00 0,741 
KA2 4,275 4 3,00 5,00 0,594 
KA3 4,412 4 3,00 5,00 0,544 
KA4 4,462 4 4,00 5,00 0,501 
KA5 4,300 4 3,00 5,00 0,644 
KA6 4,438 4 3,00 5,00 0,547 
Pengendalian 
internal  
PI1 4,325 4 2,00 5,00 0,707 
PI2 4,112 4 3,00 5,00 0,616 
PI3 4,438 4 3,00 5,00 0,547 
PI4 4,250 4 1,00 5,00 0,803 
PI5 4,225 4 2,00 5,00 0,711 
Kualitas Laporan 
Keuangan 
KLK1 4,475 5 3,00 5,00 0,615 
KLK2 4,350 4 2,00 5,00 0,676 
KLK3 4,150 4 2,00 5,00 0,828 
KLK4 4,412 4 4,00 5,00 0,495 
Good 
Government 
Governance 
GGG1 4,388 5 1,00 5,00 0,892 
GGG2 4,338 5 1,00 5,00 0,834 
GGG3 4,338 4 1,00 5,00 0,737 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
 
Berdasarkan data sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.3. Variabel 
kompetensi aparatur (KA) menunjukkan bahwa kisaran jawab responden mulai 
dari 2 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata kisaran 4,138 sampai dengan 
4,462sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum respondenmenyatakan setuju 
kompetensi aparatur digunakan dalampenyusunan laporan keuangan. 
Variabel pengendalian internal (PI) menunjukkan bahwa kisaran jawab 
responden mulai dari 1 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata kisaran 4,112 
sampai dengan 4,438 sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum responden 
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menyatakan setuju pengendalian internal digunakan dalam penyusunan laporan 
keuangan. 
Variabel kualitas laporan keuangan (KLK) menunjukkan bahwa kisaran 
jawab responden mulai dari 2 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata kisaran 
4,150 sampai dengan 4,475 sehingga dapat dikatakan bahwa secara 
umumresponden menyatakan setuju pengendalian internal digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan. 
Variabel good government governance (GGG) menunjukkan bahwa 
kisaran jawab responden mulai dari 1 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata 
kisaran 4,338sampai dengan 4,338sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum 
responden menyatakan setuju pengendalian internal digunakan dalam penyusunan 
laporan keuangan. 
 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
Analisis Partial Least Square (PLS) adalah teknik statistika multivariateyang 
melakukan perbandingan antara dua variabel exogen dengan dua variabel 
endogen. PLS adalah salah satu metode statistika SEMberbasis varian yang secara 
simultan dapat melakukan pengujian modelpengukuran sekaligus pengujian 
model stuktural (Jogiyanto, 2009 :98). Modelpengukuran digunakan untuk uji 
validitas dan uji reliabilitas, sedangkan modelstruktural digunakan untuk 
pengujian hipotesis dengan model prediksi. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai 
berikut: 
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4.2.1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 
Outer Model sering juga disebut outer relation atau measurement 
modelyakni model pengukuran bagaimana setiap blok indikator berhubungan 
denganvariabel latennya. Terdapat  tiga  kriteria  di  dalam  penggunaan  teknik  
analisisdata  dengan SmartPLS untuk menilai outer model, yaitu convergent 
validity, discriminant validity, dan composite reliability. 
1. Concergent Validity 
Convergentvalidity dari model pengukuran dengan refleksif 
indikatordinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang 
diestimasi dengan Software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika 
berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun, menurut 
Chin,1998 (dalam Ghozali, 2008) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan 
skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam 
penelitian ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,50. 
Gambar 4.1 
Model Pengukuran (Outer Model) 
 
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019 
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Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS pada 
gambarmenunjukkan convergent validity dari masing-masing indikator 
konstruk.Berdasarkan kriteria-kriteria di atas indikator-indikator yang nilai 
loadingnyakurang dari 0,50 harus dihilangkan dari analisis. Terdapat indikator 
yangdihilangkan dari konstruk. Indikator yang harus dihilangkan yakni indikator 
kompetensi aparatur (KA1) yakni dengan nilai loading 0,488.Langkah berikutnya 
adalah mengeksekusi kembali setelah beberapa indikator yang loading factor di 
bawah 0,50 dibuang. 
Berikut ini adalah hasil estimasi setelah indikator KA6 dieliminasi: 
Gambar 4.2 
Model Pengukuran (Outer Model) II 
 
 
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019 
 
Berdasarkan gambar di atas nampak bahwa semua loading factornilainya 
di atas 0,50, hal ini dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyaiconvergent 
validity yang baik. 
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2. Discriminant Validity 
Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep 
dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai 
discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading dari pada konstruks yang 
dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang 
lain. Hasil pengujian discriminant validity diperoleh sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Nilai Discriminant Validity 
 
 
KA PI KLKPD GGG 
KA1 0,448 0,190 0,132 0,005 
KA2 0,744 0,434 0,413 0,239 
KA3 0,725 0,265 0,299 0,118 
KA4 0,815 0,525 0,463 0,338 
KA5 0,834 0,626 0,610 0,488 
KA6 0,778 0,625 0,560 0,316 
PI 1 0,491 0,672 0,448 0,467 
PI2 0,504 0,670 0,547 0,341 
PI3 0,520 0,755 0,596 0,389 
PI4 0,431 0,734 0,491 0,479 
PI5 0,364 0,707 0,426 0,615 
KLK1 0,544 0,570 0,704 0,305 
KLK2 0,564 0,593 0,880 0,613 
KLK3 0,421 0,534 0,764 0,464 
KLK4 0,244 0,417 0,576 0,325 
GGG1 0,410 0,660 0,602 0,900 
GGG2 0,355 0,531 0,482 0,899 
GGG3 0,308 0,497 0,506 0,901 
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019 
 
Dari tabel  4.4 dapat dilihat bahwa nilai loading factor untuk setiap 
indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai loading factor dari 
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konstruks yang dituju lebih besar dibanding nilai loading konstruks yang lain jika 
dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel 
laten memiliki discriminant validity yang baik karena nilai korelasi indikator 
terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan  
konstruk lainnya. 
3. Composite Reliability 
Composite Reliability merupakan pengujian untuk mengevaluasi outer model 
adalah untuk mengujireliabilitas konstruk variabel laten yang diukur dengan 
Composite reliability dariblok indikator yang mengukur konstruk. Dalam 
penelitian ini metode ujireliabilitas yang digunakan adalah Composite reliability 
karena lebih baik dalammengestimasi konsistensi internal suatu konstruk 
(Jogiyanto, 2008: 132).Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika 
nilainya di atas 0,70.Meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima pada studi 
eksplorasi. Pada tabel 4.5akan disajikan nilai composite reliability untuk seluruh 
variabel. 
Tabel 4.5 
Nilai Composite reliability 
 
Variabel 
Composite 
Reliability 
Nilai 
Kritis Keterangan 
Kompetensi Aparatur 0,887 0,70 Reliabel 
Pengendalian Internal 0,834 0,70 Reliabel 
Kualitas Laporan Keuangan 0,825 0,70 Reliabel 
Good Government Governance 0,927 0,70 Reliabel 
Sumber: Data yang diolah dengan PLS, 2019  
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Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan  nilai composite reliability di atas0,70. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memilikireliabilitas 
yang baik. 
 
4.2.2. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 
Pengujian model struktural atau inner model dilakukan untuk melihatnilai 
R-Square setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi darimodel 
struktural. Perubahan nilai R-Square digunakan untuk menjelaskanpengaruh 
variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakahmempunyai 
pengaruh yang substantif. Nilai R-Square 0,67, 0,33 dan 0,19 dapatdisimpulkan 
bahwa model kuat, moderat/cukup dan lemah (Hair et al. 2011dalam Ghozali 
2008). 
Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-Square untuk 
setiap variabel laten dependen. Tabel 4.6 merupakan hasil estimasiR-
Squaredengan menggunakan SmartPLS. 
Tabel 4.6 
Nilai R-square 
 
  R-square 
Good Government Governance 0,354 
Kualitas Laporan Keuangan 0,556 
Sumber: Data diolah dengan PLS, 2019  
Pada dasarnya penelitian ini menggunakan 2 buah variabel yang 
dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel kualitas laporan keuangan (KL) 
yang dipengaruhi oleh kompetensi aparatur (KA) dan pengendalian internal (PI), 
sementara variabel good government governance (GGG) yangdipengaruhi oleh 
kualitas laporan keuangan (KL) sebagai variable endogen perantara.  
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Tabel 4.6 menunjukkan nilai R-Square untuk variabel good government 
governance(GGG) sebesar 0,354. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel good 
government governance(GGG) dapat dijelaskan kualitas laporan keuangan (KLK) 
sebesar 35,4%. Sedangkan 64,6% dijelaskan oleh variabel lain di luaryang diteliti. 
Dan untuk kualitas laporan keuangan (KL) diperoleh sebesar 0,556. Hasil ini 
menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan (KLK)dipengaruhi oleh 
kompetensi aparatur (KA) dan pengendalian internal (PI) sebesar 55,6%. 
Sedangkan 44,4% dijelaskan oleh variabel lain di luaryang diteliti. 
Gambar 4.3 
Model Struktural (Inner Model)  
 
 
Sumber: Data diolah dengan PLS, 2019  
 
Model struktural (inner model) dilakukan untuk memprediksi  hubungan 
kausal antar variabel atau pengujian hipotesis. Dalam PLS untuk 
menunjukkantingkat signifikasi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien path 
atau innermodel yang ditunjukkan oleh nilai T-statistik, harus diatas 1,96 untuk 
hipotesis dua ekor (two-tailed) dan diatas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one-
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tailed) untuk pengujian hipotesis pada alpha 5 persen (Jogiyanto, 2009: 63). Tabel 
4.7 memberikan path coefficients untuk pengujian model struktural. 
Tabel 4.7 
Path coefficients 
 
  
original 
sampel 
(O) 
sampel 
mean (M) 
standart 
deviation 
(STDEV) 
T statistict 
(|O/STDEV|) p values 
KA -> KLKPD 0,267 0,249 0,123 2,175 0,030 
KLKPD -> GGG 0,595 0,600 0,093 6,389 0,000 
PI -> KLKPD 0,540 0,569 0,121 4,480 0,000 
Sumber: data diolah dengan PLS, 2019  
 
Tabel diatas dapat digunakan peneliti untuk mengukur keterdukungan 
hipotesis. Pada tabel diatas terdapat kolom Original sample yakni skor beta 
unstandardizeyang digunakan untuk melihat sifat prediksi variabel exogen 
terhadap variabel endogen, positif atau negatif. Sampel mean adalah nilai 
reratasampel yang dihasilkan dari proses iterasi. Sedangkan Standar deviasi 
didefinisikan sebagai standar eror. 
T-statistik dan P-value merupakan parameter signifikasi efek prediksi antar 
variabel laten yang diukur berdasarkan jenis hipotesis. Menurut Jogiyanto (2009: 
87) ukuran signifikasi keterdukungan hipotesisi dapat digunakan perbandingan 
nilai T-Statistik dan T-Tabel dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Ho Diterima dan Ha ditolak jika T-statistik < T-tabel (1,96) atau 
nilaisignifikasi > p-value > 0,05 (α 5%), 
b. Ha Diterima dan Ho ditolak jika T-statistik > T-tabel (1,96) atau 
nilaisignifikasi p-value < 0,05 (α 5%). 
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Berikut penjabaran hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS: 
1. Pengujian Hipotesis yang pertama Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh 
variabelKompetensi aparatur (KA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah (KLKPD) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,264, berarti bahwa 
setiap terjadi peningkatan kompetensi aparatur sebesar 1, maka kualitas laporan 
keuangan akan meningkat sebesar 0,264 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
Nilai T-statistik 2,175> T-tabel (1,96) dan P-value 0,030 < 0,05.(Hipotesis 1 
diterima).  
Hasil ini berarti bahwa kompetensi aparatur (KA)berpengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD), yang 
berarti sesuai dengan hipotesis pertama yaitu kompetensi Aparatur berpengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
2. Pengujian Hipotesis kedua Pengaruh Pengendalian Internal (PI) Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) 
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh variabel 
pengendalian internal (PI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
(KLKPD) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,540, berarti bahwa setiap 
terjadi peningkatan pengendalian internal sebesar 1, maka Kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,540 dengan asumsi 
variabel lainnya konstan.Nilai T-statistik 4,480>T-tabel (1,96) dan P-value 0,000 
<0,05.(Hipotesis 2 diterima).  
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Hasil ini berarti bahwa pengendalian internal (PI)berpengaruh positif 
signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti 
sesuaihipotesis yang kedua yaitu Pengendalian Internal (PI) berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD).  
3. Pengujian Hipotesis 3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (KLKPD) TerhadapGood Government Governance(GGG) 
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh variabel 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD) terhadap good 
government governance (GGG) menunjukkannilai koefisien jalur sebesar 0,595 
yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatankualitas laporan keuangan sebesar 1, 
maka good government governance akan naik sebesar0,595 dengan asumsi 
variabel lainnya konstan. Nilai T-statistik 6,389> T-tabel (1,96). Dan nilai P-value 
0,000 < 0,05 (Hipotesis 3 diterima). 
Hasil ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan (KLKPD)memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap good government governance (GGG) yang 
berarti sesuai dengan hipotesis ketiga yaitu kualitas laporan keuangan (KLKPD) 
berpengaruhpositif terhadap good government governance (GGG) instansi 
pemerintah. 
 
4.3. Pembahasan Hasi Analisis Data 
4.3.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh variabel 
Kompetensi aparatur (KA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
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(KLKPD) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,267, berarti bahwa setiap 
terjadi peningkatan kompetensi aparatur sebesar 1, maka kualitas laporan 
keuangan akan meningkat sebesar 0,267 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
Nilai T-statistik 2,175 > T-tabel (1,96) dan P-value 0,030 < 0,05. (Hipotesis 1 
diterima). Hasil ini berarti bahwa kompetensi aparatur (KA) berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD), yang 
berarti sesuai dengan hipotesis pertama yaitu kompetensi Aparatur berpengaruh 
positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramhatika dan 
Afiah (2014), Nurillah (2014), dan Kiranayanti dan Erawati (2016) bahwa 
Kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Kompetensi aparatur yang dilaksanakan dengan 
baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan 
keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.  
Kompetensi apratur memiliki pengaruh besar terhadap kualitas laporan 
keuangan karena dalam proses penyusunan laporan keuangan, pegawai bagian 
keuangan harus memiliki kompetensi yang baik sehingga laporan keuangan bebas 
dari salah saji material. Penyusunan laporan keuangan merupakan proses 
terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau 
eksistensi suatu organisasi dalam satu periode.Sehingga jika tidak didukung 
dengan kompetensi yang dimiliki pegawai yang berhubungan lansung dengan 
proses penyusunan laporan keuangan, maka tidak akan bisa menghasilkan laporan 
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keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna 
informasi tersebut (Udiyanti, Atmadja, dan Darmawan, 2014). 
Aparatur yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan 
pekerjaanya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi yang dimiliki oleh 
aparaturbagian keuangan maka akan mendukung kualitas laporan keuangan. 
Dengan demikiankompetensi aparatur ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang 
berkualitas dapat diterapkan.   
4.3.2. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh 
sistempengendalian internal (PI) terhadap kualitas laporan keuangan 
(KLKPD)menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,540 yang berarti bahwa 
setiap terjadi peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1, maka kualitas 
laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,540 dengan asumsi variabel lainnya 
konstan. Nilai T-statistik 4,480> T-tabel (1,96). Dan nilai P-value 0,000 < 0,05. 
(Hipotesis 2 diterima). Hasil ini berarti bahwa pengendalian internal (PI) memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (KLKPD) yang 
berarti sesuai dengan hipotesis kedua yaitu pengendalian internal (PI) 
berpengaruh positif signifikanterhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah (KLKPD).  
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti (2014), 
Tambingon (2018), dan Rahmatika dan Afiah (2014) yang menunjukkan bahwa 
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peran pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Berdasarkan hasil penelitian ini dan 
didasarkan pada penelitian yangdilakukan oleh peneliti sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian 
internal, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan 
pemerintah daerah. 
Sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka 
pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Tidak ada 
pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan 
keuangan. sehingga setiap fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan baik dan 
mengurangi adanya tindakan-tindakan tidak etis yang dapat 
mempengaruhikualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Sistem pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur dalam 
penyusunan laporan keuangan. Karena sistem pengendalian internal mampu 
membentuk struktur organisasi, menyajikan data yang dapat dipercaya, 
meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang 
ada, melindungi harta milik perusahaan,  memeriksa kecermatan dan kehandalan 
data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong ditaatinya kebijakan 
yang telah digariskan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. seperti tujuan 
dari sistem pengendalian internal yang tertuang pada PP No. 60 tahun 2008 
(Udiyanti, Atmadja, dan Darmawan, 2014). 
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4.3.3. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) 
Terhadap Good Government Governance (GGG) 
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh variabel 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD) terhadap good 
government governance (GGG) menunjukkannilai koefisien jalur sebesar 0,595 
yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatankualitas laporan keuangan sebesar 1, 
maka good government governance akan naik sebesar0,595 dengan asumsi 
variabel lainnya konstan. Nilai T-statistik 6,389 > T-tabel (1,96). Dan nilai P-
value 0,000 < 0,05 (Hipotesis 3 diterima). 
Hasil ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan (KLKPD) memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap good government governance (GGG) yang 
berarti sesuai dengan hipotesis ketiga yaitu kualitas laporan keuangan (KLKPD) 
berpengaruh positif signifikan terhadap good government governance (GGG) 
instansi pemerintah.Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Rahmatika dan Afiah (2014)dan Rahmatika (2014) yang menunjukkan bahwa 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerahberpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap good government governance.  
Kepemerintahan yang baik (good governance) ditandai dengan tiga pilar 
elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan  lainnya. Ketiga pilar tersebut 
adalah transparansi, partisipasi dan  akuntabilitas (pamungkas, 2012). 
Demi terwujudnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas semua 
pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah 
yang berkualitas. Formulir pelaporan LKPD yang dibuat oleh masing-masing 
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pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. 
karakteristik sebagai persyaratan normatif yang diperlukan untuk laporan 
keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan yakni, relevan, 
dapat diandalkan, dipahami dan dapat dibandingkan (Rahmatika dan Afiah, 2014). 
Salah satu langkah strategis dalam rangka mewujudkan good government 
governance, yakni diperlukan akuntabilitas dan transparansi keuangan yang dapat 
mengukur dan menilai upaya capaian hasil.Upaya yang dilakukan pemerintah 
dalam meningkatkan hal tersebut dengan menerapkan perkembangan kebijakan 
akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah yang dapat digunakan 
sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). 
Tujuan suatu laporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan 
informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan untuk 
menunjukkan akuntabilitas suatu entitas dalam mengelola sumber daya yang 
diamanahkan telah diperkuat dengan hasil penelitian ini.  Suatu laporan keuangan 
akan berkualitas bilamana, laporan keuangan tersebut dapat diaudit  dan hasil 
auditnyamenunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan yang 
berlaku umum. Kualitas laporan keuangan yang dapat dan telah diaudit akan dapat 
meningkatkan kredibilitas akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintah.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1. Kesimpulan  
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi 
aparatur, sistem pengendalian internal, terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah dan implikasinya pada good government governance maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kompetensi Aparatur (KA)berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD). Hasil ini menunjukan 
semakin tinggi kompetensi aparatur maka semkin tinggi pula kualitas laporan 
keuangan yang dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah. 
2. Pengendalian internal (PI) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan (KLKPD). Hasil ini menunjukan bahwa semakin 
bagus sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan 
keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. 
3. Kualitas laporan keuangan (KLKPD) memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap good government governance (GGG). Hasil ini menujukan bahwa 
semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka semakin baik 
pula tata kelola pemerintah (good government governance).  
 
5.2. Keterbatasan Penelitian  
1. Peneliti dalam mendapatkan data dari responden tidak dapat  bertemu 
responden secara langsung dan hanya diperbolehkan untuk dititipkan kerena 
kesibukan dari responden itu sendiri.  
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2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya di Pemerintah Kabupaten 
Klaten sehingga sehingga cakupannya kurang luas. 
3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu 
kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal, sedangkan masih 
banyak variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.  
4. Pengukuran hipotesis dari setiap variabel hanya berdasarkan jawabanatau 
persepsi dari responden sehingga kadang menimbulkan perbedaan persepsi 
atas maksud dan tujuan pernyataan. 
 
5.3. Saran  
1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya, agar meneliti faktor-faktor lain yang 
dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga 
dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.  
2. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah menambah 
cakupanpenelitian dengan menggunakan beberapamenggunakan beberapa 
pemerintah daerah dalamsatu provinsi. 
3. Selain itu penelitian selanjutnya bisa tetap menggunakan kuesioner tetapi 
disertai wawancara dan penggunaan data pendukung lainnya sehingga 
mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. 
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Lampiran 1 
KUESIONER PENELITIAN 
Kepada 
Yth. Bapak/Ibu pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 
di Tempat 
Dengan hormat, 
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 
  Nama   : AfiatanAgustinaNugraheni 
  NIM   : 155121118 
  Prodi   : Akuntansi Syariah 
  Perguruan Tinggi : IAIN Surakarta 
 
Memohon kesediaan dar Bapak/Ibu untuk kiranya dapat berpasrtisipasi dalam 
mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya 
lakukan dalam rangka menyelesaikan program studi Akuntansi Syariah dengan 
judul “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dan Implikasinya 
Pada Good Government Governancedi Pemerintah Kabupaten Klaten)”. 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh 
karena itu, dimohon kesediaannya untuk menjawab kuesioner dengan sejujur-
jujurnya. Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi 
kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 
Hormat Saya, 
         
AfiatanAgustina N 
 
73 
 
 
 
LEMBAR KUESIONER 
Faktor Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan 
implikasinya pada good government governance. Studi empiris pada pemerintah 
kabupaten klaten. 
I. InformasiUmum 
Nama  :  ................................................  (jika tidak keberatan) 
JenisKelamin  : Laki-laki / perempuan* 
Usia  : .................................................... 
Jabatan  : .................................................... 
Pendidikan  : SMA / SMK / D-3 / S-1/ S-2 / S-3* 
*coret yang tidakperlu 
II. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Mohon terlebih dahulu Bapak/ Ibu/ Saudara/ i membaca pernyataan 
berikut dengan cermat sebelum mengisi. 
2. Beritanda centang (√) yang menjadi jawaban pilihan Bapak/ Ibu/ Saudara/i 
disalah satu penilaian yang tersedia. 
3. Kuesioner ini menggunakan:Skala likert 5 poin (sesuai dengan kriteria 
penilaian) sebagai berikut: 
Petunjuk penilaian 
Sangat Setuju (SS)   = 5 
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Setuju (S)    = 4 
Netral(N)    = 3 
Tidak Setuju (TS)   = 2 
Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 
Good Government Governance 
No. Item Pernyataan STS TS N S SS 
  
Transparansi  
     
1.  Informasi yang terdapat di laporan 
keuangan dapat diakses oleh masyarakat 
sehingga dapat menjangkau seluruh 
kebijakan pemerintah 
     
  
Partisipasi  
     
2.  Saya dapat dilibatkan dalam proses 
pengambilan keputusan oleh 
pemerintah. 
     
  
Akuntabilitas  
     
3.  Pemerintah melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab telah sesuai dengan visi 
dan misi yang telah ditetapkan 
     
 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
No. Item pertanyaan STS TS N S SS 
 Relevan      
1.  Informasi dalam laporan keuangan yang 
dihasilkan lengkap dan mencakup 
semua informasi yang dapat  digunakan 
dalam mengambil keputusan. 
     
  
Andal  
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2.  Informasi dalam laporan keuangan yang 
dihasilkan menggambarkan dengan 
jujur transaksi dan peristiwa lainnya 
yang seharusnya disajikan dalam 
laporan keuangan. 
     
  
Dapat dibandingkan 
     
3.  Informasi dalam laporan keuangan yang 
dihasilkan oleh instansi saya bekerja 
selalu dapat dibandingkan dengan 
laporan keuangan periode sebelumnya. 
     
  
Dapat dipahami 
     
4.  Informasi yang disajikan dalam  laporan 
keuangan sesuai dengan bentuk dan 
bahasa teknis yang berlaku umum 
sehingga dapat dipahami pengguna. 
     
 
Kompetensi Aparatur 
No. Item pertanyaan STS TS N S SS 
 
Pengetahuan  
     
1.  Sayamengetahui tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan dengan baik 
     
 
Pemahaman 
     
2.  
Saya memiliki pemahaman yang baik 
mengenai laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
     
 
Keterampilan  
     
3.  
Keahlian khusus yang saya miliki dapat 
mendorong proses penyusunan laporan 
keuangan dengan baik dan benar 
     
 
Nilai  
     
4.  
Saya selalu bekerja dengan 
mengedepankan etika dan kode etik 
sebagai seorang pegawai 
     
 
Sikap  
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5.  Saya selalu bertanggungjawab atas 
tugas yang diberikan. 
     
 
Minat  
     
6.  
Saya bekerja sesuai minat, sehingga 
akan membuahkan hasil yang 
memuaskan. 
     
 
Peran Pengenendalian Intern 
No. Item Pertanyaan STS TS N S SS 
  
Lingkungan pengendalian 
     
1.  Saya hanya melakukan tugas yang 
sudah diotorisasi oleh pimpinan 
     
  
Analisis risiko 
     
2.  Pimpinan dan pegawai telah melakukan 
analisi resiko secara lengkap dan 
menyeluruh terhadap kemungkinan 
timbulnya pelanggaran terhadap sistem 
akuntansi 
     
  
Kegiatan pengendalian  
     
3.  Saya selalu melengkapi setiap transaksi 
yang terjadi dengan bukti transaksi yang 
valid dan sah 
     
  
Informasi dan komunikasi 
     
4.  komunikasi telah dilaksanakan secara 
terbuka dan efektif dengan masyarakat, 
rekanan dan aparat pengawas intern 
dalam memberikan masukan signifikan. 
     
  
Pemantauan  
     
5.  Pimpinan selalu melakukan pemantauan 
penilaian kualitas kinerja demi 
terciptanya laporan keuangan yang 
berkualitas. 
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Lampiran 2 
Tabulasi Data penelitian 
No Kompetensi Aparatur Pengendalian Internal   
Kualitas Laporan 
Keuangan 
  
Good 
Government 
Governance 
  
  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 
Tot. 
KA 
x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 
Tot. 
IP 
y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 
Tot. 
Klk 
z1.1 z1.2 z1.3 
Tot. 
GGG 
1 
4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 21 4 4 4 5 17 5 4 4 13 
2 
4 5 5 5 5 5 29 4 4 5 5 5 23 5 5 4 4 18 5 5 5 15 
3 
4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17 5 4 5 14 
4 
4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
5 
4 4 5 4 3 4 24 3 3 4 2 2 14 4 2 2 4 12 1 1 1 3 
6 
4 4 5 5 4 5 27 5 4 4 5 3 21 5 4 3 5 17 3 5 4 12 
7 
5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 19 5 5 5 15 
8 
4 4 5 5 5 5 28 5 4 5 5 4 23 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
9 
3 4 4 4 3 3 21 3 4 3 4 4 18 3 4 3 4 14 3 4 4 11 
10 
4 3 4 4 3 4 22 4 3 4 3 4 18 3 3 4 4 14 3 4 4 11 
11 
5 5 5 5 5 4 29 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 17 5 5 5 15 
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12 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 4 14 
13 
5 5 4 4 5 5 28 5 4 5 5 4 23 5 5 5 4 19 4 3 4 11 
14 
5 4 4 5 4 5 27 5 5 4 4 5 23 5 4 5 4 18 5 3 4 12 
15 
4 4 4 5 5 4 26 5 4 5 5 4 23 4 5 4 5 18 5 5 5 15 
16 
4 4 5 5 5 5 28 4 4 5 5 5 23 5 5 5 5 20 5 5 4 14 
17 
2 3 4 4 4 4 21 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 16 5 5 4 14 
18 
3 3 3 4 4 5 22 5 5 5 4 4 23 5 4 4 5 18 5 5 4 14 
19 
4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 5 24 5 3 4 4 16 4 5 5 14 
20 
4 4 4 4 4 4 24 3 4 5 4 5 21 4 4 4 4 16 4 4 5 13 
21 
4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 5 5 5 15 
22 
4 5 4 4 5 4 26 3 3 4 4 4 18 4 4 3 4 15 3 3 4 10 
23 
4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 5 5 5 15 
24 
4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 5 4 21 4 4 4 5 17 4 4 5 13 
25 
4 4 5 5 5 5 28 4 4 4 5 4 21 4 4 3 4 15 4 4 4 12 
26 
5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 16 4 5 4 13 
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27 
4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
28 
4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 2 2 14 5 5 4 4 18 2 3 4 9 
29 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
30 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
31 
4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
32 
4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
33 
4 4 4 4 4 4 24 5 3 4 4 4 20 5 4 2 4 15 5 5 5 15 
34 
4 4 4 4 4 4 24 5 3 4 4 4 20 5 4 2 4 15 5 5 5 15 
35 
4 4 5 5 4 5 27 5 4 5 5 4 23 5 4 4 4 17 5 5 5 15 
36 
4 4 5 5 4 5 27 4 4 5 5 4 22 5 4 4 4 17 5 5 4 14 
37 
5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 4 22 4 4 5 4 17 5 4 4 13 
38 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
39 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 1 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 15 
40 
3 5 5 4 4 5 26 5 5 5 4 5 24 5 4 5 5 19 5 4 5 14 
41 
3 5 5 5 5 4 27 4 5 5 4 5 23 5 5 4 4 18 4 5 5 14 
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42 
3 5 5 5 4 5 27 5 5 4 5 4 23 5 5 5 4 19 5 4 4 13 
43 
4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
44 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 18 4 4 4 12 
45 
5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 5 4 21 5 5 5 5 20 4 4 4 12 
46 
3 5 4 5 5 4 26 4 5 5 5 4 23 5 5 4 5 19 5 5 4 14 
47 
3 4 4 5 4 5 25 4 5 5 5 4 23 5 4 4 5 18 4 5 5 14 
48 
2 4 4 4 4 4 22 5 3 5 4 5 22 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
49 
2 4 4 4 4 4 22 5 3 5 4 5 22 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
50 
5 4 5 5 4 5 28 5 3 5 5 5 23 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
51 
4 4 5 4 4 5 26 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 5 5 5 15 
52 
4 4 5 4 4 5 26 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 5 5 5 15 
53 
5 4 4 4 4 5 26 5 4 4 4 5 22 5 4 2 5 16 5 5 4 14 
54 
4 4 4 4 4 4 24 5 4 5 4 4 22 4 5 4 5 18 4 4 4 12 
55 
5 4 4 4 4 4 25 4 4 5 4 4 21 5 4 4 4 17 4 4 4 12 
56 
4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 15 5 4 4 13 
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57 
5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 18 4 4 4 12 
58 
5 5 5 5 5 4 29 5 4 4 3 5 21 3 4 4 4 15 4 5 5 14 
59 
4 4 3 4 5 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 17 4 4 4 12 
60 
4 5 5 5 4 4 27 5 5 4 4 3 21 5 5 5 5 20 4 4 5 13 
61 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
62 
4 5 4 4 5 5 27 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 18 5 5 5 15 
63 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
64 
4 5 4 4 5 5 27 4 4 5 5 5 23 4 5 4 4 17 5 5 5 15 
65 
4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 21 4 4 4 5 17 5 4 4 13 
66 
4 5 5 5 5 5 29 4 4 5 5 5 23 5 5 4 4 18 5 5 5 15 
67 
4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17 5 4 5 14 
68 
4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
69 
4 4 5 4 3 4 24 3 3 4 2 2 14 4 2 2 4 12 1 1 1 3 
70 
4 4 5 5 4 5 27 5 4 4 5 3 21 5 4 3 5 17 3 5 4 12 
71 
5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 19 5 5 5 15 
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4 4 5 5 5 5 28 5 4 5 5 4 23 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
73 
3 4 4 4 3 3 21 3 4 3 4 4 18 3 4 3 4 14 3 4 4 11 
74 
4 3 4 4 3 4 22 4 3 4 3 4 18 3 3 4 4 14 3 4 4 11 
75 
5 5 5 5 5 4 29 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 17 5 5 5 15 
76 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 4 14 
77 
5 5 4 4 5 5 28 5 4 5 5 4 23 5 5 5 4 19 4 3 4 11 
78 
5 4 4 5 4 5 27 5 5 4 4 5 23 5 4 5 4 18 5 3 4 12 
79 
4 4 4 5 5 4 26 5 4 5 5 4 23 4 5 4 5 18 5 5 5 15 
80 
4 4 5 5 5 5 28 4 4 5 5 5 23 5 5 5 5 20 5 5 4 14 
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Lampiran 3 
Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
Outer loading 
 
KA PI KLKPD GGG 
KA1 0,448 
   
KA2 0,744 
   
KA3 0,725 
   
KA4 0,815 
   
KA5 0,834 
   
KA6 0,778 
   
PI 1 
 
0,672 
  
PI2 
 
0,670 
  
PI3 
 
0,755 
  
PI4 
 
0,734 
  
PI5 
 
0,707 
  
KLK1 
  
0,704 
 
KLK2 
  
0,880 
 
KLK3 
  
0,764 
 
KLK4 
  
0,576 
 
GGG1 
   
0,900 
GGG2 
   
0,899 
GGG3 
   
0,901 
 
Average Variance Extracted (AVE) 
 
 AVE 
GGG 0,810 
KA 0,611 
KLKPD 0,546 
PI 0,502 
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Composite Reliability 
 
Variabel 
Composite 
Reliability 
Nilai 
Kritis 
Kompetensi Aparatur 0,887 0,70 
Pengendalian Internal 0,834 0,70 
Kualitas Laporan Keuangan 0,825 0,70 
Good  Government Governance 0,927 0,70 
 
Nilai R-square 
  R-square 
Good Government Governance 0,354 
Kualitas Laporan Keuangan 0,556 
 
Cross loading 
 
KA PI KLKPD GGG 
KA1 0,448 0,190 0,132 0,005 
KA2 0,744 0,434 0,413 0,239 
KA3 0,725 0,265 0,299 0,118 
KA4 0,815 0,525 0,463 0,338 
KA5 0,834 0,626 0,610 0,488 
KA6 0,778 0,625 0,560 0,316 
PI 1 0,491 0,672 0,448 0,467 
PI2 0,504 0,670 0,547 0,341 
PI3 0,520 0,755 0,596 0,389 
PI4 0,431 0,734 0,491 0,479 
PI5 0,364 0,707 0,426 0,615 
KLK1 0,544 0,570 0,704 0,305 
KLK2 0,564 0,593 0,880 0,613 
KLK3 0,421 0,534 0,764 0,464 
KLK4 0,244 0,417 0,576 0,325 
GGG1 0,410 0,660 0,602 0,900 
GGG2 0,355 0,531 0,482 0,899 
GGG3 0,308 0,497 0,506 0,901 
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Lampiran 4 
Hasil Analisi Jalur 
 
Path Coefficient 
Mean, STDEV, T-Values, P-Values 
 
  
original 
sampel 
(O) 
sampel 
mean (M) 
standart 
deviation 
(STDEV) 
T statistict 
(|O/STDEV|) p values 
KA -> KLKPD 0,267 0,249 0,123 2,175 0,030 
KLKPD -> GGG 0,595 0,600 0,093 6,389 0,000 
PI -> KLKPD 0,540 0,569 0,121 4,480 0,000 
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Lampiran 5 
Surat Bukti Penelitian 
 
 
87 
 
 
 
 
88 
 
 
 
 
  
89 
 
 
 
Lampiran 6 
JADWAL PENELITIAN 
 
No 
Bulan Oktober November Desember Januari Februari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusun
an 
Proposal                                         
2 
Konsultasi 
      x 
 
x   
 
    
 
x       
x
              
3 
Revisi 
Proposal           
 
x x 
 
x 
 
x   
 
x x 
 
x     
 
x 
 
x 
 
x   
 
x 
4 
Seminar 
Proposal                                     
 
x   
5 
Pengumpu
lan Data                                         
6 
Analisis 
Data                                         
7 
Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi                                         
8 
Pendaftara
n 
Munaqosa
h                                         
9 
Munaqosa
h                                         
10 
Revisi 
Kripsi                                         
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No 
Bulan Maret  April  Mei  Juni  Juli  
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusun
an 
Proposal                                         
2 
Konsultasi 
            x 
 
x x                       
3 
Revisi 
Proposal   
 
                                    
4 
Seminar 
Proposal                                         
5 
Pengumpu
lan Data  x x x                                   
6 
Analisis 
Data       
 
x 
 
x                               
7 
Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi           
 
x 
 
x 
 
x                         
8 
Pendaftara
n 
Munaqosa
h                   
 
x                     
9 
Munaqosa
h                       
 
x                 
10 
Revisi 
Skripsi                         
 
x x 
 
x 
 
x         
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Lampiran 7 
Gambar Objek Penelitian   
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Lampiran 8 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama  : AFIATAN AGUSTINA NUGRAHENI 
Alamat  : Dadimulya Rt 03 Rw 01 Krecek Delanggu Klaten 
TTL  : Klaten, 22 Agustus 1997 
Email  : Afiatanagustina@gmail.com 
 
PENDIDIKAN: 
1. TK DARMAWANITA  2003 
2. SD N 2 BANARAN   2004-2009 
3. SMP N 2 KARTASURA  2009-2012 
4. SMA N 1 WONOSARI  2012-2015 
5. IAIN SURAKARTA   2015-2019 
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Lampiran 9 
 
CEK PLAGIAT 
 
 
 
